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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SERRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGE] ANG,

:Munimbung : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan. pelaksanaan pembangunan dan bimbingan
kemasyarakatan secara berdava euna dan berhasil 2una maka
| Peraturan Dacrah Nomorl3 Tahun 2000 tentang  Susunan
Organisast dan Tata Kena Sckretariat Daerah dan Sekretanat
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Magelang perlu
ditinjau kembalj ;

'g b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu
menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah lentang Susunan
| Organisast dan Tata Kena Sekretariat Derah dan Sckretariat
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Magclang;

Mengingat . 1. Undang-undang  Nomor 17 Tahun 1950  tentane
Pembentukkan Daerah-daerah Kota Kectl dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat -

2. Undang ...
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2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 304 1) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Dacrah (L.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 3839)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848):

o

Peraturan  Pemerintah - Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Newenangan Pemernmntah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan |.embaran Negara Nomor 3952) -

0. Peraturan  Pemerintah Nomor 84  Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisast Perangkat Dacrah (I.embaran Negara
Tahun 2000 Nomor 163) -

7. Keputusan Menten Dalam Negert Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RARKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAI KOTA MAGELANG TENTANG
SUSUNAN  ORGANISASI  DAN  TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEW AN
PERWAKILAN RAKY AT DAERAIL

BAB 1|
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan dacrah ini vang dimaksud denegan -
a. Daerah adalah Kota Magelang :
b. Pemerintah Daerah adalah Pemermtah Kota Magelang -

¢. Walikota adalah Walikota Magelane -

d. Wakil ...

Scanned by TapScanner



d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;

¢. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota
Magclang :

f. Sckretannat Dacrah  adalah  Sckretariat Daerah Kota
Magclang :

g. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kota Magelang ;

h. Sckretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang
sclanjutnyva disingkat Sckretariat DPRD adalah Sckretanat
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Magelang :

1. Sekretaris  Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang
selanjutnva disingkat Sekretans DPRID adalah Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Magelang.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Dacrah ini dibentuk Sekretariat Daerah
dan Sekrctanat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah.

(2) Oregamsast Sckretariat Daerah dan Sekrctanat Dewan
Perwakilan  Rakvat  Daerah  dibentuk  berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

kewenangan Pemenntahan :

karaktenistik, potensi dan kebutuhan

kemampuan keuangan ;

ketersediaan sumber dava aparatur :

pcngembangan pola kerja sama antar daerah dan

dengan pihak ketiga.

© a0 o

BAB I1I
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan. Tugas Pokok dan Funesi
Pasal 3:...
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Pasal 3

(1) Seckretanat Daerah merupakan unsur stat’ vang dipimpin
oleh scorang Sckretaris Dacrah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Sckretariat Dacrah mempunyai tugas membantu Walikota
dalam melaksanakan tugas penvelenggaraan Pemerintahan,
Admimistrasi.  Organisasi  dan Tata Laksana  serta
memberikan pelayvanan  admmistratif’ kepada  seluruh
perangkat dacrah Kota.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada aval (2) Pasal in1, Sekretanat Daerah mempunvai

[ungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
dacrah :

b. penvelenggaraan administrasi pemerintahan :

c. pengclolaan  sumber  daya  aparatur,  keuangan,
prasarana dan sarana pemerintahan daerah ;

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Walikota
sesuar dengan tugas dan lungsinva.

Bagian Kedua
Orgamisasi Sekretariat Daerah

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sckretariat Daerah terdiri dari :
a. Sckretaris Dacrah :
b. Asisten Sckretans Dacrah, meliputs -
. Asisten  Sekretarts  Daerah  Bidang  Administrasi
Pemerintahan :
2. Asisten  Sekretaris  Daerah Bidang  Administrasi.
I"konomi. Keuangan dan Kesejahteraan Rakwvat.
c. Bagian, mchputi ;

|. Bagian Tata Pemerintahan :

b

- Bagian Hukum -
3. Bagian Organisasi ;

. Bagian Perckonomian

—Fm

L

dagian Umum :

0. Bagian Keuangan -

7. Bagian Kesejahteran Rakvat.

d. Kelompok ...
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d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten  Sckretaris  Daerah  Bidang  Administrasi
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal
in1, mehputs :

a. Bagian Tata Pemerintahan, terdin dan :
. Sub Bagian Tata Pemenntahan Umum
2. Sub Bagian Pemenntahan Kelurahan :
3. Sub Bagian Pertanahan.
b. Bagian Hukum, terdin dan :
| . Sub Bagian Perundang-undangan ;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,
c. Bagian Organisasi, terdiri dar :
]. Sub Bagian Kelembagaan :
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Formasi

Jabatan :

(3) Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Fkonomi,
Keuangan dan Kescjahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud
pada avat (1) Pasal i, meliputs :

a. Bagian Perekonomian, terdin dari :
l. Sub Bagian Prasarana Perekonomian :

2. Sub Bagian Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyvat dan
Badan Usaha Milik Daerah.
b. Bagian Umum . terdint dar :

|. Sub Bagian Tata Usaha & Administrasi
Kepegawaian |
2. Sub Bagian Perlengkapan, Keuangan dan Rumah
Tangea :
3. Sub Bagian Protokol dan Penjalanan Dinas ;
4. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikast ;
¢. Bagian Keuangan. terdin dan :

. Sub Bagian Pendapatan Perimbangan dan [ain-lain
yang Sah ;
2. Sub Bagian Pembiavaan Rumah Tangga :
3. Sub Bagian Pengelola Bantuan.
d. Bagian Kescjahteraan Rakvat, terdiri dan :
|. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial -

2. Sub Bag ...
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(4)

(5)

(0)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

2. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olah Raga ;
3. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

Asisten Sekretaris Dacrah sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Asisten Sekretans
dacrah yang berada dibawah dan bertanggung jawab
angsung kepada Sckretaris Daerah.

Bagian scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di b;m'aih
dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Sekretans
Daerah.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal im
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jubatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat
fungsional senior sclaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah. para
Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub
Bagian mencrapkan prinsip  koordinasi. integrast  dan
sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi
lainnya, sesual dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretanat
Dacrah wajb melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 6

Dalam hal Walikota berhalangan, Wakil Walikota
melaksanakan tugas-tugas Walikota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Wakil Walikota berhalangan, Sekretaris Daerah
melaksanakan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Dalam hal Sekretanis Daerah berhalangan, tugas-tugas
SFkTL‘IL!TiH Daerah  berada dalam knnrdimxsi*:-:cnr::nﬂ
pimpinan vang  ditunjuk  olech  Walikoty dengan
memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Pcnjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah yang
dyabarkan  berdasarkan  susunan  organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelavanan terhadap
DPRD  vang dipimpin oleh scorang Sekretaris vang
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
adminmistratif’ dibina oleh Sckretaris Dacrah.

(2) Sckretanat DPRD mempunvyai tugas memberikan pelavanan
administratif kepada anggota DPRD.

(3) Dalam menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud avat
-1_ . - . . - - - . =
(2) Pasal 1m, Sekretariat DPRD mempunvyai fungsi :

a. lasihtas) Rapat anggota DPRI) -

b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas
anggota DPRD ;

¢. pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Bagian Kedua
Orgamisasi Sekretariat DPRD

Pasal 9
(1) Sekretariat DPRD terdiri dari -
a. Sekretaris DPRD :
b. Bagian Umum, meliputs :
| Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga :
2. Sub Bagian Keuangan :
3. Sub Bagian Rapat dan Risalah -

4. Sub Bagian Produk Hukun dan Perpustakaan

(2) Bagian ..

Scanned by TapScanner



(3)

(4)

(1)

(1)

Bagian scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh scorang Kepala Bagian vang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada di
bawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala
Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat
tungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD. Kepala
Bagian, dan Kepala Sub Bagian menerapkan Prinsip
koordinasi. integrasi dan sinkronisasi baik intem maupun
antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya
masmg-masing.

Sctiap pimpinan satuan organisasi di lingkunean Sekretariat
DPRD bertanggung 1awab memimpin dan
mengkoordinasikan  bawahannva masing-masing  serta
membertkan  bimbingan  dan petunjuk-petunjuk  bagi
pelaksanaan tugas bawahannya,

Pasal 11

Dalam hal Sekretaris DPRD) berhalangan tidak tetap atau
sementara. tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Nepala Bagian
di Sckretariat DPRD yang ditunjuk oleh Walikota denoan
memperhatikan saran Sekretaris DPRD  dan pcrxctujﬂnn
pimpinan DPRD,

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-
tugasnva dilaksanakan oleh Kepala Bagian di  Sckretariat
DPRD vang ditunjuk oleh Walikota dengan memperhatikan
saran Sekretaris Daerah. sampai dengan diangkatnva pejabat
Sekretaris DPR]D vang baru sesuai dengan i}éxal 29 avat (2)
Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. -

Pasal 12 ..
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Pasal 12

P_cnjnbnrml lugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD vang
dyabarkan  berdasarkan  susunan  organisasi sebagaimana
dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 13
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Sckretanis  Daerah  diangkat dan  diberhentikan  oleh
Walikota.

(2) Sckretaris Daerah diangkat oleh Walikota atas persetujuan
Pimpman DPRD darn Pegawai Negeri Sipil vang memenuhi
syarat dengan tata cara :

a. Walikola menyampaikan  Calon  Sekretaris  Daerah
kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan :

b. Pimpiman DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat
Pimpman DPRD dan tidak meneruskan pembahasannva
pada fraksi dan / atan angeota DPRD -

¢. Pimpman DPRD  memberi persetujuan atau tidak
menvetujui - usulan - Wabkota berdasarkan  keabsahan

administrast  Calon  Sekretaris  Daerah  selambat-
lambatnva dalam waktu 30 (tiga puluh) har :

d. Ji_ku dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana
dimaksud pada hurut ¢ avat ini tidak ada persetujuan,
maka usulan Walikota tersebut dianggap disetujui :

¢. Atas .. ..
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¢. Alas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf ¢ avat
it Walikota mengajukan Calon lain dan Pegawar Neger:
Stpil yang memenuhi svarat

f. Pimpman DPRD udak memiliki kewenangan untuk
mengajukan calon alternatif;

(3) Pejabat Eselon II dan 111 dj lingkungan Sekretariat Daerah
dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat
dan diberhentikan oleh Walikota.

(4) Pejabat Esclon 1V di lingkungan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat - Dewan  Perwakilan  Rakvat  Dacrah dapat
diangkat dan diberhentikan oleh Sckretaris Daerah atas
pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Pasal 15

Pengangkatan dan  pemberhentian  pejabat fungsional diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16
Bagan Susunan Organisast Sckretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LLampiran, mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Para Pejabat vang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah vang
ada scbelumva. tetap melaksanakan teeas dan kewenaneannva
sampar  dengan  pengangkatan Pejabat  baru  berdasarkan
Peraturan Dacrah ini,

BAB VIII ....
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BAB  VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan
Orgamsast dan Tata Kena Sekretanat Dacrah dan Sckretanal
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Magelang dinyatakan
udak berlaku lag:.

Pasal 19

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah in1 sepanjang
meneenar teknis pelaksanaannva akan diatur lebith lanjut oleh
Wahkota.

Pagal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dacrah im dengan  penempatannya
dalam l.embaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 21 Januar 2003,

WALIKOTA MAGELANG

\ iyt

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Januan 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Harian

Drs. H. ATMUDI
Pembina Tk |
NIP. 500 056 467

Asisten Pemenntahan dan Pembangunan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2003 NOMOR 4
SERID No 1
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PENJELASAN )
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SERRUETARINT DALRAITI DAN SERKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.  PENJELLASAN UMUM

Bahwa dalam  rangka meningkatkan etektititas  dan efisiens
penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan  serta  untuk  melaksanakan
kewenangan Otonomi Dacrah scbagai pelaksanaan tugas Desentralisasi perlu
dijabarkan dalam Sekretariat Daerah dan Sckretanat Dewan Perwakilan Rakvat
Dacrah sebagui unsur staf penyelengearaan Pemerintah Kota sebagaimana
kewenangan vang dimiliki dan unsur pelavanan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kota.

Schubungan dengan hal tersebut maka perlu adanva peninjauan
kembali Orgamisast Sekretanat Daerah dan Sckretariat Dewan Perwakilan
| Rakvat Dacrah Kota Magelang scbagaimana telah diatur dengan Peraturan
Dacrah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sckretanat Daerah dan Sekretanat Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kota Magelang.

Untuk maksud tersebut maka perlu menvusun dan menetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaniat Daerah dan Sekretaniat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Dacra.

e

I[I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup Jelas
Pasal 2 avat (1) ;. Cukup Jelas
Pasal 2 avat (2 ) hurufa . Yang dimaksud Kewenangan Pemerintah

adalah Kewenangan Sckretanat Daerah
dan Kewenangan Sekretariat DPRD.

Pasal 2 avat (2 )hurufbs/de : Cukup Jelas

Pasal 3 s/d Pasal 20 . Cukup Jelas
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